PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan Telepon : 4512412
MEDAN - 20112 ' ,

s

S SRR

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Izin Usaha
Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 10) perlu membentuk Peraturan
Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Jasa
Konstruksi;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);




RAQEM ATOIN HATHISEMIY
ATON HASIAL TAIRATHSINES

STREI2M : nogulsT nsbeld K .o¥ sicinl susiyall astasd paist @ woina A
C1108 - MACHM

il

s cainms i3 A - = ———" . = -

VACEN ATOHA LIAW A AUTAATY
310C WUHAT €€ SIOMOY,

OWATWET

VIACTAM ATOM HAATAO VIAA UTASIS VAAVABHAIEYG
(BAUSTZUONR ASAL ATIAZ!! MIR! SYEATEAT a0 WUHAT O FOMON

AT AHEM DUAY MABUT TAMHAA VADWEC

VACAM ATOX LIAW

deresC  asupsisd pyanevgnsbouib nsgosb swrsd . snedminsi]
ariseU misl grsrnol {08 rudsT UL 1omoll nabsM 8164
sabeM soA  deresd  aswmdmsd) tesrdgenod  sasb
agmered duinsdmsm piteg (O yomoWt &I0S rrela”™
siod Ases(l astuissd nssrsedsls gueinst ol ieW
g2l priseU nisl grstasT 8102 surdsT 01 1omoi asboM
‘teul irtamod

misge¥ 1sestl snsbaU-gnsbslU (&) 1sve 8! igzs .{: IsyaignsM
2] nurlsl sigsnobnl Mildugehn

"}

gneirst 38CL audsT 1d S romold gnrball-grnsbol |
rsesl siod-stod morci( dswmed nsduinedmsd
swismu®  lenigord dswmsl nsgrusigall malsd
sigenphnl  Ailduges  sisge¥  astedimad)  swsil
aeisdigsl asdedrs? 00 sommo¥ 3201 nursT

{CR0! toroil siesmoba! Alldugss sisgs¥l

gnaiost COCI nudsT &I TormoM grshrU-gnsbal £
Aifduges  segeVl  neisdmsl)  duvanod szsl
asiedmaT A2 wmoY €090 aurdsT sizanobal
:(E£8E tomol stesnobal sfidugad s18gsil pescrel

gastasi 008 audeT 2% romoH gasbnlU-gnsbold B
Hildisgsfl  s1ags¥  asisdmel) Hndud  asmaveisd
asfdadmsT 81U tomoW €008 sudsT sissacbol
A8EDE tormol siesrtobal Aildugses seyskl neTsdmal



S

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973

tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);

. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991

tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan, Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992

tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten—Kabupateq
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat ‘Il Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3955),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 92
Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 157);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang  Penyelenggaraan Jasa  Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004
tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4408);

13.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturdan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

14.Keputusan Menteri Pemukiman Dan Prasarana
Wilayah  Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang
Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi
Nasional;




15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/
PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 195);

16.Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa
Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga
Kerja Ahli Konstruksi, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 6
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa
Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga
Kerja Ahli Konstruksi;

17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/
PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan
Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa
Konstruksi Asing (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 196);

18.Peraturan Menteri Pekerjaan :Umum Nomor 08/
PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi
Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita
Negara  Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 395);

19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/
PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi
Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli Dan Tenaga
Terampil Bidang Jasa Konstruksi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1179); '

20.Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016
Nomor 10):



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALl KOTA TENTAN G PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.

Pasal 1
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, diserahkan kepada Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan.

Pasal 2
Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Medan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi,
diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 3
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Oktober 2016

WALI KOTA MEDAN,
ttd

DZULMI ELDIN S
Diundangkan di Medan --
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFUEBRHRI
/

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 39.



